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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk percepatan pembangunan kegiatan fisik
pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan serta
konservasi energi, perlu mengatur kembali ketentuan
mengenai pengusulan dan pembelian tenaga listrik
kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi
terbarukan serta konservasi energi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi
Terbarukan serta Konservasi Energi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang
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Mengingat

—

Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru

dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang
Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5083);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



10.

11.

12.
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5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5530);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan
Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
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Menetapkan

Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan
Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 706);

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Hibah Barang
Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral yang dari Awal Pengadaannya
Direncanakan untuk Dihibahkan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1405);

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan
serta Konservasi Energi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 754);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 39
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK
PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN
SERTA KONSERVASI ENERGI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan
Energi Terbarukan serta Konservasi Energi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 754) diubah sebagai
berikut:
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Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah dan ditambahkan ayat
(5) dan ayat (6) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari energi baru
dan/atau energi terbarukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

b. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/
Mikrohidro (PLTM /PLTMH);

c. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);

d. Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara
(PLTGB);

e. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm);

f.  Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg);

g. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota
(PLTSa);

h. Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Nabati;
dan/atau

i.  pembangkit listrik energi baru dan/atau energi
terbarukan lainnya.

(2) Instalasi penyediaan bahan bakar non tenaga listrik
bioenergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b terdiri atas:

a. instalasi penyediaan bahan bakar berbasis
biomassa;

b. instalasi penyediaan bahan bakar berbasis
bahan bakar nabati;

c. instalasi penyediaan bahan bakar berbasis
biogas; dan/atau

d. instalasi penyediaan bahan bakar berbasis
bioenergi lainnya.

(3) Peralatan efisiensi energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

a. Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

(PJUTS);



